
 
 

 
 

 
 
 
 

BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI KOTABARU 

NOMOR 37 TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 128 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN 

MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KOTABARU  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTABARU, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian 
Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli 
Lindungi tertanggal 21 Desember 2021 dan Surat dari 
Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/Otda yang 
pada intinya memerintahkan Pemerintah Daerah 
melakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Kepala 
Daerah terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kotabaru Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kotabaru;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273);  
 



 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Penanggungalangan Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3447);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);  

 

 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6487);  

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);  

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 
Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 256) 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan 
Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;  

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
326);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana 
Nasional;  

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.OI.07/ 
MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi 
Novel Corona virus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai 
Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan 
Upaya Penanggulangannya;  

 

 



 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja 
Perkantoran dan Industri Dalam Rangka 
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pandemi;  

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 
2020 tentang Pedomana Tatanan Normal Baru 
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 
Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedomana 
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona 
Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah;  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten kotabaru 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 128 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN 
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN 
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI KABUPATEN KOTABARU 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru 
Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) Di Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 128) diubah 
sebagai berikut: 
 



 

1. Ketentuan pada BAB V PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN Pasal 15 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 15 

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat, Pemerintah Daerah 
melakukan pembinaan dan pengawasan ke 
masyarakat melalui pemberian edukasi dan 
informasi kepada masyarakat, dan melalui patroli 
dan monitoring gabungan.  

(2) Kegiatan pemberian edukasi dan informasi kepada 
masyarakat serta kegiatan patroli dan monitoring 
gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

(3) Selain Kegiatan pemberian edukasi dan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan 
kegiatan percepatan pencapaian target vaksin pada 
wilayah Kabupaten Kotabaru dosis pertama dan 
dosis kedua. 

(4) dalam rangka Pengetatan dan Pengawasan Protokol 
Kesehatan ditempat yang berpotensi kerumunan 
dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi 
PeduliLindungi atau menunjukan Kartu Vaksin 
minimal Dosis Pertama; 

(5) Tempat publik diwajibkan memasang Aplikasi 
PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  sebagai pengawasan kegiatan masyarakat; 

(6) Tempat publik sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (3) antara lain: 

a. fasilitas Umum; 

b. fasilitas Hiburan; 

c. pusat perbelanjaan; 

d. restoran; 

e. tempat wisata;dan  

f. pusat keramaian. 
 

(7) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat 
usaha/ yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tindakan 
berupa :  

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. penutupan/pembubaran sementara.  

 




